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N Apabxla dlhubungkan dengan
"__proses eradilan pidana, mgas uiama

-_'kepohsxan adalah sebaga; penegak o
"j---%mkum Tugas imi | mehputx kegiatan
. preve dan represif. -
fE{egsatan pre emnf _i_dan preventif .
tidak. 'hanya dalam - peneegahan'
kejahatan akan tetapl secara dim_

diharapkan tidak akan terjadi suatu
kejahatan dalam masyarakat Sedang-
‘kan tindakan represif iebih pada
'penegakan hukum terhadap pelang—
garan hukum :

Dalambanyakhal kepohsmn akan
%erhadapan dengan ke_;ahatan dan
temtama Iagl berhadapan dengan
peiaxu kejahatan yang mempunya1
kebudayaan iertentu dalam masya-
rakatnya. Di mana dapat dipastzkan
bahwa kekerasan adalah bagxan dan
kebudayaan mereka. R

Penggunaan kekerasan oleh ke~
pohsian dalam tugasnya, dapat dibagi
_menjadn dua, yakni kekerasan dalam
melakukan keglatan preventif dan ke-
kerasan dalam melaksanakan tugas
yang bermfat represif, yang dapat di-
bagidualagi yakni tindakankekerasan
dalam proses penyelzdlkan dan tin-
dakan kekerasan dalam penyidikan.

*} Penulis adalah Guru Besar, Fakultas Hukum,
Universitas Indanssia.

Sepem cimtarakan oleh baayak '
pakar ‘bahwa, txndakan kekerasan ini

sudah dikenal semenjak dahuiu'-.

“kala, Di mana diutarakan adanya ka- -
'_max-kamar penylksaan untuk: men-
: _dapatkanpengakuan Danbukanmgu-

an: untuk mencari  pengakuan saja;

- akan tetapi lebih ‘memiberikan rasa
- ‘seram’ apabﬂa berurusan dengan

kepohsmn

Sudah seiayaknya pexmaea}ahan.
penggunaan kekerasan oleh kepﬁhsx—
an ‘diangkat dalam permukaan, agar
Gapat ditelaah sejauh mana landasan
pemikian - kalau perlu juga landasan
yuridisnya bagi kekerasan oleh
kepolisian kepolisian dalam melak—
sanakan tugasnya 4

Permasalahan yang tak pemaﬁi
terselesankan

: Kekeras_an oleh kepolisian sudah
semenjak. dahulu telah menjadi
perbincangan di kalangan umum.
Banyak sekali tulisan-tulisan tentang
hal tersebut. Terlebih lagi adanya
dramatisasi terhadap kekerasan ini,
di mana di Amerika Serikat semag
dlkankan dengan pelakunya, sehingga
sering dikenal sebagai ‘Brutality Po-
licemen’. Istilah ini lebih mempunyai
konotasi negatif, di mana polisi yang
melakukan kekerasan tersebut di-
anggap sudah tidak mempedulikan
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lagi segi-segl kemanusiaan.

Oleh karena itu para pemikir.
mencari pemecahan persoalannya, di-
mana di satu pihak polisi diharapkan

menghindari penggunaan kekerasan,
¢i pihak Iain adanya kekerasan yang
tﬁl&h men;adl kebudayaan di kalang-
an: pelak:u kejahatan '

oo zDeﬁgan sistem pfeseden yang
dianui oleh ‘negara-negara; Anglo
Saxon;; dengan jelas dapat dibedakan
vekerasan yang mana dianggap masih
dapat “dibenarkan dan mana yang
seharusnya tidak dilakukan.

Tralam sistem tersebut, setiap kali
ada’ suatu peristiwa, yang akan di-
ajukan ke depan pengadilan, apabila
di depanpengadilan dinyatakanbahwa
perbuatan itu terlarang, maka dengan
sendirinya perbuatan tersebut akan
verakibat  dihukumnya pelaku ke-
kerasan oleh polisi tersebut. Dengan
demikian, dengan melihat perkara-
perkara terdahulu para polisi akan
dapat dengan jelas membedakan
mana kekerasan vang imasib diper-
bolehkan dan mana yang teriarang.
'Hal ini semua jelas tertera dalam
putisan-puiusan pengadilan yang

dapat dipelajari, semenjak seseorang.

masuk dalam akademi kepolisian.

~ Banyak pula negara yang men-
coba merumuskan dalam perundang-
undangannya, setidak-tidaknya ada
ketentuan yang dapat ditafsirkan se-
jauh mana boleh dilakukan tindakan
kekerasan oleh kepolisian, Akan te-
tapi dengan dapal ditafsirkan suatu
ketentuan perundang-undangan me-

© bela dir,

- purutkepentingan senditi, justru akan

menysbabkan tidak terwujudaya
kepastian hukuin, baik dalam mas-
yarakat maupun di kalangan ke-
polisian sendiri, Sehingga apa yang
diutarakan penulis, bahwa sebenar-
nya tindakan kekerasan oleh kepolisi-

can di Indonesia dapat diklasifikasi-

kan sebagal tindakan lain -'swvr‘éﬁ
yang texmuat dalam KUHAR ! a@&iu}z
penafsxran yang -terlampan.’ }u -

Bahkan negara telah sam§mpé;dé
pcxsemjaan adanya konvemsi inc-
nentang penyiksaan dan per}.am&ﬁ
ataw hukuman lain yang kejam, héaivi
manugiawi dan merendahkan mart -
bat manusia, di mana beberapa ka-
langan di Indonesia telah mendf’-gﬂ

agar Pemerintah Indonesia memgﬁv
kasi konvensi tersebut.

Semua hal di atas menu'nﬁékk
masili terjadinya dilemma, dalam

_penggunaan kekerasan oieh ke-

polisian, Sehingga sejauh ini ‘masis
dicari pemecahannya.

Yan der Vijver dalam bukunya
Geweldgebruik Door Politie masib
mengacu hal-hal penghapus pidana
terhadap kekerasan yang dilakukan
oleh polisi, yakni adanya da}fa pama
melaksanakan _‘Undamg»
Undang dan melaksanakan jabatan.

- Meskipun pada akhirnya masih harus

dipertanyakan apakah setiap peng-
gunaan kekerasan akan diuji sejavh
mana memenuhi syarat terhadap hal
peniadaan pidana tersebut.

Di pihak lain M. Stanton Evan

memberikan batasan sejaub mana
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_ %}Qiehi-dﬂaknkan ﬁn&akan yaﬂg e

%ampaui Undang-Undang terhadap

per :ata’x tersebut mempdkan ‘per-

busian yang jusiru berteniangan de-
ngan hukum. Terhadap ‘tindakan s
_zf*&:ﬁmf lebin jelas batasannya, yakni
- ketentuan® pemndaﬁgan—mdanﬁan

: _vm& ada, Secrang penega}: hukum' .

melakuécan tindakan .penegakan

H
g e

<
&
137

ndangan;

Akan ietapi ierhadap i:ndaﬁa:an':_

“wwnmf yang jusiru merupakan

it

31 kﬁpusmkaan yang tﬁrdapat i

an pcrhuatdn yang melawan

cukan oleh %epolzmm apabila
1ang nyata-myata ada bahaya.

mfz dengan situasi/keadaan pada
ant *Prsebut dea.han demikian
at terjadi dalam bidang i{ema-

?32 ang-bidang hukum lainnya,

" Apabila dihubungkan dengan
alasan peniadaan pidana, kiranya
tidak berbeda antara adanya Clear and
present danger dengan hal-hal pe-
niadaan pidana yang sudah termuat

m sesual dengan Keientuan yang -
b tmmhs da}am pezundang- :

dgs%:an %enemangan dsngan hu-
. harus dicari Eaatasannya Me-

ka Serikat batasannya adalah’
a temapai ‘Clear and Pmsent_
. Jadi Sa,sc:omng dapat ‘me-,

termasuk kekerasan yang

1 mmaya bahaya di sini adalah-

a aan, ‘bidang administrasi dan

dalam KUHP, E:Eanya sgjauh mang..
syarat dari bahaya yang menjadi

suat kegiatan prevent;f Seperti
dﬁk@mhui scrmg ier;adz menjach'
p@ﬂmasalahan terhadap suaty tmda—_,f
kan yang bersifat preveniif, di mana |

. melawan hukum oieh pohs; dan
'sejauh maina pula syarat keadaan
paksa, beﬁiadm mengalanican undang-"
" ‘undang serta menjalankan jabatan
- tersebut sudaht’ dxp&mhinya Semua-
nya ;tprgamung secara kasnistis dan -
iiddk mungkm dwdakm generahsasﬁ

Bagajmampun alaszm tersse%:am
' merupakdn dasar yan& pahng men:
dasar dxé,una}{annya itekefasan aifﬁz
kepolisian dalam meiaksanakaﬁ \
" tugasnya, '

Kekerasan Dalam Penyidikan

‘Menjadi sorotan ‘masyarakat’.

adalahterjadinya kekerazan dalamm

- penyidik melakukan tugasnya. Hal
demikian dapat dimengerti apabila -
semata-mata penyidik mengejar alat-

bukti pengakuan dari tersangka,

- Mungkin tidak banyak diketahini.

umum bahwa suaiu ketika terjadi hat

yang tidak dapat terhindarkan bahwa
emosi akan ikat berperan dalam hal
cilakukannya penyidikan. Tidak

jarang terjadi para pelaku kejahatan -

bersikap sedemikian rupa sehingga

menimbulkan sikap emosional ter-
hadap pegawai penyidik, Siapapun
sudah mengetahui tentang karakier
seorang pelaku kejahatan, akan tetapi
di depan pegawai penyidik dis ber-
sikap sebagai seorang ‘suci’ dan sama
sekali tidak menghiraukan arah
pembicaraan. Hal demikian sering
membangkitkan rasa emosi penyidik
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sehmgga pegawal peﬁyidhc ‘Iiﬁ’ljadl .

rlngan tangan

Sebenarnya menge;ax alat bukﬁ
pengakuan tersangka sudah dllaku~
kan antisipasi pada saat dibentuknya
KUHAP. Dalam HIR alat bukti peng-
akuan tersangka dxtempatkan pada
urutan pertama dari dafiar alat bukti
menumt undangaundang Meskipun
secara yundzs kekuatan alat bukti
adalah ‘sama. Tidak tergantung pada
urutan penempatannya. Di samping
itn sering terjadi dalam suatu pe-
nyidikan dikejarnya alat bukii ter-
sebut,

Dalam KUHAP hal demikian
dicoba uniuk -dihindari dengan
menempatkan alat bukti pengakuan
tersebut pada urutan terakhir dan
mengubah dari pengakuan tersangka
menjadi ‘keterangan’ tersangka.

Merupakan antisipasi pula dari
KUHAP terhadap dilakukannya
kekerasan dalam penyidikan dengan
memberikan hak tersangka untuk
didampingi pengacaranya pada saat
terhadap tersangka dilakukan pe-
nyidikan, Bahkandalam hal tersangka
dilakukan penyidikan, pembelanya
dapat melihat sekaligus mendengar
pembicaraan di antara tersangka dan
pegawai penyidik (within sight and
within hearing) sedangkan pada saat
tersangka -melakukan konsultasi
dengan pembelanya pegawal pe-
nyidik hanya diperbolehkan melihat
saia tanpa mendengarkan pembicara-
an yang dilakukan antara tersangka
dengan pengacaranya (within sight

: but not- within hearin“)

Hal demikian menunjukkan

" pahwa pembuat undang undang tidak
. menghenda}ci dﬂ_akukannya Ic_ei;eras—

an dalam melakukan penyidikan.
Karena dalam dunia peny;idilﬁan_
sudah dikenal alat-alai yang “manu-
siawi” untuk mendapatkan ke&erangv
an dan tersanﬁka

thubungkan dengan desakan _
sementara pihak » untuk segera
dilakukannya ratifikasi terhadap
konvensi-ant kekerasan dan timbul-
nya konvensi itu sendiri, menunjuk-
kan bahwa masih terdapatnya.tin-
dakan kekerasan di banyak negara
dalam dilakukannya suatu penyidik-
an. Tindakan lain yang terdapat da-
lam KUBAP yang ditafsirkan sebagai
termasuk tindakan kekerasan kiranya
perlu mendapat pengkajian seksama
sehubungan hal-hal yang terjadi pada
saat KUHAP akandibentuk. Sehingga
secara historis tidak sesuai antara
penafsiran tindakan lain apabila
dihubungkan sebagai termasuk
tindakan kekerasan.

Penutup

Perlu dipisahkan pada saat mana.
tindakan kekerasan yang dilakukan
oleh kepolisian. Seyogyanya di-
hindari tindakan kekerasan oleh
kepolisian dalam kegiatan represif.
Karena sudah tersedia sejumlah
ketentuan yang membatasi sejauh-
mana kepolisian dapat melakukan
kegiatan dalam melaksanakan tugas
represit,
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Sedangkan . dalamkegiatan .

preventif seharusnya ada alasan yang
kuat sehingga terpaksa digunakannya
kekerasan. Meskipun alasan tersebut
Sama sekali tergantung atas situasi dan
kondisi yang bersifat kasuistis.
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_ Dihindarinya tindakan kekerasan
 oleh kepolisian menghendaki adanya
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